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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
- NOMOR 0% TAHUN 2007
TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BADAN / LEMRAGA / ORGANISAS!
SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEIA ESA
WALIKOTA PADANG,

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dan bantean sosial kepada
o~ badan/lembaga/organisasi - swasta  dan/clau ~ kelompok  masvarakat/
perorangan yang bersumber dari AP3D Kota Fadang, perlu dibuat suatu
mekanisme atau Prosedur Tetap (Protap) sebagai panduan dan pedoman
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terwenang mengelola nemberian
tivah dan bantuan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huiuf g
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetup (Protap)
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan / Lembaga /
Organisasi Swasta dan / atau Kelompok Mas-rarakat / Perorangan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketenlnan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara, Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039); |

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lemibaran Nagara
Nomor 3298) ;

"4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang Pembentukan Feraturan
Perundang-unciangan {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pémerintahan Daerai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor
4548);

6. Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbanzan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia

Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Balas
Wilayah Kolamadye Dacrah Tingket 11 Padang, (Lendbaran Negara Tahun

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasvarakatan

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3331);

9. Peraturan Perrerintah Nomor 58 Tahun 2605 tentang Pengelolzan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2073 ten tang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tenteng Pembentukan
Organisasi Sekretarial Daerah Kota Fadang, (Lembaran Daerch Kota Padang
Tahun 2004 Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahur 2004 tentang Pemoentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2004 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGC PROSEDUR TETAF (FROTAP)
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA EACAN / LEMBAGA
/ ORGANISAS] SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT /

PERORANMNGAN,.,
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padany;

Pemerintah Daerzh adalah Pemierintah Kota Padang;

Walikota adalah Walikota Padang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Deerah Kota Padang;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinghat SKPD adalah perangkat daerah
pada pamerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;

oA e

6. SKPD Pengelola hibah dan/atau bantuan sosial adalah Sekretariat Daeran (Bagian
Pemerintahan, Bagian Pemberdayaan Perempuean, Pemuda dan Olahraga serta Bagion Bina

Sosial}, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jdan Keluarga Berencana, Kantor Kosatuan Bangsa
dan Politik;

7. Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk vang dan atau barang kepada badan / lembaza /
Organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan, yang bertujuan uatuk
meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan dzerah yang bersifat tidak
mengikat / tidak secara terus menerus, dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Perjanjian Hibah;

8.  Dantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan atau barang kepada
masyarakat yang bertujuan untux meningkatkan kesejahiteraan masyarakat, yang bersifa tidak
mengikat / tddak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan
memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

3. Dokuwmnen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnhya disingkat DPA adalah Dakumen yang
diantaranya memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran cleh pengguna
anggaran;



10. Pemohon ‘hibah atau bantuan josial yang selanjutnya disebut pernohon adalah badan /
lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan yang memenuhi
persyaratan yang akan menerima hibah atau bantuan sosial, atau SKPD pengelola hibah
dan/atau bantuan sosial untuk hibah atau bantuan sosial kepada pengurus RT/RW, guru
TPA/TPSA dan MDA, pengurus Majelis iMajelis Taklim Kelurahan dan Kecamatan, DPT)
Asosiasi LPM Kota Padang serta kepada FKLPM dan LPM yang bertindak atas rama
pemohon.

1t. Penerima hibah atau bantuan sosial adalah pemohon yang telah manerima hibah atav bantuan
sosial;

12. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan peranggungjawaban penggunaan dana oleh
penerima hibah atau bantuan sosial, atau oleh SKPL pengelola hibah dan/atau bantuan sosial
kepada pengurus RT/RW, guru TPA/TPS5A dan MDA, pengurus Majelis Majelis Taklim
Kelurahan dan Kecamatan, DPD Asosiasi LPM Kata Padang serta kepada FKLPM dan LPM.

BAB 1]
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan cisusunnya Protap ini adalah untuk memberikan panduan dan pecoman bagi
SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial, vang; dananya tetah dianggarkan dalam
APBD Kota Padarg; |

BAB 111
RUANG LINGKUFP
Pasal 3

(1) Hibak atau bantuan sosial dapat diberikan kepada peraohon yang telah memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota inj,

(2) Rincian objek, persyaratan, dan besarnya hibah dar bantuan sosial tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Permohonan sehagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat { 1) ditolak apabila :

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tetcantum dalam Lampiran | Peraturar: Walikota ini,
atau ;

b. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah, atau ;

¢. anggaran untuk kegiatan pemohen tidak ada pada DFPA SKPC pengelela hibah dan/atau
bantuan sosial,

BAB [V
ANALISIS PFEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 5
{1) Pembarian hibah dan bantuan sosial didasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemohaon.

(2) Pemberian dan besar hibah atau bantuan sosial berdasarkan analisis kegiatan da. ruang lingkup
pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini. '

(3) Analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalan meneliti dan verifikasi persyaraian untuk
menentukan besaran hibah atau bantuan spsial yang akan diberikan sebagairnana tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Walikota ini.

(4) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan berdasarkan pertimbangan
tertentu besaran hibah atau bantuan sosial yang akan diberikan dapat metebihi slendar maksimal
yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini.



BAB
REALISAS]I HIBAH ATAU BANTLAN SOSIAL
Pasal 6

(1) Realisasi hibah atau bantuan sosial paling lambat 15 har1 kerja setelah permohonen Jdisetuju
pejabat yang berwenang diterima oleh SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial,

(2) Hibah atau bantuan sosia! dapat direalisasikan apabila :

a. telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang;

b, melampirkan foto kopi Naskah Telaahan Staf sebanyak 4 (empat) rangkap;

=, setelah ditandatanganinya Perjanjian Hibah (khusus untuk pemberian hibah);

d. bagi pemohon yang becar bantuannya telah ditetapkan dalam APBD Kota Pedang, pencairan
dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana di kas daerah dan dapat dilahukan per-
triwulan, din direalisasikan setelah laporan penggunaan dana yang telzh diberikan pada
triwulan sebelumnya telah disampaikan;

e. tersedianya dana di kas daerah sesuai dengan kede rekening masing-masing keglatan hibah
ataul bantuan sosial;

f. Penerima hibah atau bantuan sosial menandatangani kuitansi tanda terima uang kibah atau
bantuan bantuan sosial.

(3) Format perjanjian hibah sebagaimar dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ tercantum pada Lampiran
11 Peraturan Walikota ini.

(4) Pferjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ ditanda tangan: vleh penerima
hibah atau perwakilan penerima hibah dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padaag
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang,

(9} Penerima hibah atau bantuan scsial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana palin

2

lambat 15 hari kerja setelah hibah atau bantuan sosial diterima kepada SKPD pengelnla hibah
dan/atau bantuan sosial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTLUFE
Fasal 7

Ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam tentuk barang akan diatur dalam Peraturan
Walikota tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggat diunclangken dan mempunvai dava laku surut
sejak tanggal 2 Januari 2007. '

Agar seliap orang mengetahuinya memerintaitkan pengundangan peraturan ini  dengan
Fenempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetakan di Padan

- Liundangkan di Padang .
pada tanggal 21 Febofn 2007

H. DAS.K_SE
Pembina Utama Muoda, NIT. 010077781

BERITA DAERAH TAHUN 2007 NOMOR Obs ~



LAMPIRAN 1 :

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 0% TAHUN 2007
TANGGAL 2\ sgeruam 2207

OBJEK, PERSYARATAN DAN BESARAN HIBAH ATAU BANTUAN 5051aL

\IAKSIMAL |
RANTUAN 7
NO OBJEK BANTUAN PERSYARATAN YANG AKAN
. DISERIKAN
{Rp)
] BADAN / LEMBACA /
ORGANISASI SWASTA
DAN / ATAU KELOMPOK
MASYARAKAT
A | RUANG LINGKUFP UMUM _
1, Tingkat Kelurahan 1. Surat permchonan minimal diketahui 1.000.000.-
oleh Lurah dan Camat (fanda tangan
dan stempel basah), mininal teclampir .
Rencana Anggaran Biaya. 5
. Foto copy SK panitia |
2, Tingkat Kecamatan . Surat  permohonarn, dan proposal 1530.000 - Il
diketahui oleh Camat (tanda tangan dan :
stempel basah), munimal terlampir i
Rencana Angzaran Biaya. /
. Foto copy SK panitia i
3. Tingkat Kota . Surat permohonan da;n proposal (tanda =.500.000, - F
tangan dan stempel basah), minimal |
terlampir Rencana Anggaran Biaya. |
. Foo copy SK pengurus atau p4nitia _
. Surat Keterangan Keberadaan Organisasi f
dari Kantor Kesbangpol Kota Padane :
4. Tingkat Propinsi ', Surat permohonan dan proposal (tanda 1.500.000,- !
tangan dan stempel basah), minimal
terlampir Rencana Anggaran Dlaya.
. Foto copy SK pengurus atau panitia
1
1 | RUANG LINGEUP
TERTENTU
1.Pendidikan
a. Tingkat 5D atau sederajat . burat permohonan dart penanggung- 750.000,-
jawab kegiatan dikelahui oleh Kepala
LIPT Dinas Pendidikan (tanda tangen
dan stempel basaoh), minimal terlampir
Rencana Anggarar Biaya
. Fota copy susunan panitia
b. Tingkat SLTP . Surat permchonan dan - pioposal 1.000.080, -

diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
(tanda tangan dar stempel basah),

minimal terlampir Rencana Anggaran

Biaya

2. Folo copy SK pengurus ataw panitia




Erdingkat SLTA

1.

Surat  permohonan dan  proposal
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
{tanda tangan dan stempel basah),
minimal terlampir Rencana Anggaran
Biaya

. Foto copy SK pengurus atau panitia

d. Tingkat Fakultas

1 SGU.(I}:}: =

Surat  permohonan dan proposal
diketahui olen Dekan (fanda tangan dan
stempel basah), minimal terlarapir
Rencana Anggaran Biaya

. Foio copy SK pengurus atau panitia

?'ﬁﬂ.ﬂm;*

e. Tingkat Univesitas

. Surat  permohonan dan  proposal

diketahui oleh Rektor {landa tangan
dan stempel basah), minimal terlampir
Rencana Anggaran Biaya

Foto copy SK pengurus atau panitia

- —

1.000.004, -

2. Keagamaan

a. Mushalla {fisik)

WL M

. Sural permohonan minimat diketahui

oleh  Lurah dan Camat (fanda tangan
dan stempel basah), minimal terlampir
[Rehcana Anggaran Biaya.

. Foto copy 5K pengurus atau panitia
. Foto_yang akan dibangun/ diperbaiki

Z.GUQU{]{};'

b. Mesijid (fisik)

()

. Surat permohonan minimai diketahui

oleh  Lurah dan Camat {ianda tangan
dan stempel basah), minimal terlampir
Rencana Anggaran Biaya.

. Foto copy 5K pengurus atau panitia
. Folo yang akan dibangun/ diperbaiki

3.500.000,~

¢. TPA/TPSA/MUA (fisik)

[

. surat permohonan minimal diketahui

oleh Luran dan Camat (tanda tangan
dan stempel basah), minimal terlampir
Rencana Anggaran Biaya.

. Foto copy 5K pengurus atau panitia

Foto yang akan dibangun/ diperbaiki

1.5m.DUGJ'

BADAN / LEMBAGA /
ORGANISASI  SWASTA
DAN / ATAU KELOMPOK
MASYARAKAT YANG
BANTUANNYA  TELAH
DITETAPKAN DALAM
AFBD KOTA PADANG

1l

. Surat permohonan pencairan dana dan

proposal (tanda tangan dan stempel
basah}, minimal terlampir Rencana
Anggaran Biaya untuk satu tahun.

. Khusus untuk hibah atau bantuan sosial

kepada pengurus RT/RW, guru

- TPA/TPSA dan MDA, pengurus Majelis

Majelis ~ Taklim  Kelurahan  dan
Kecamatan, DPD Asosiasi LPM  Kota
Padang serta kepada FKLPM dan LPM
permohonan pencairan dama dilakukan
oleh SKFD pengelola hibah dan/atau
bantuan sosial atas nama pemohon.

. Foto copy SK pengurus atau panitia

Besar
bantuann»a
telah ditetapkan
dalam APBD
Kota Padang

PERORANGAN:

UMUM

. Surat permohonan dari  vang

bersanghutan atau lembaga/ organisasi
kemasyarakatan  yang mengusufkan
(tanda tamgan dan atau stempel basah),
minital derlampir Rencana Anggaran
Biaya

2.000.000,- !

| VP




2. Foto copy SK / Piagam atau surat |
keterangan pihak yang berwenang E
dasar/ alasan pemberian dantuan |
, 2. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP alau :
Kartu Siswa (bagi pelajar), !
B | KHUSUS T T
1. Grang terlantar .
a.  Pemulangan orang Surat keterangan dari kepolisian ’
terlantar: :
- Luar kota dalam 150.000,-
propinsi ,
- Luar propinsi dalam 35Q.000,-
Sumatera
- Luar propinsi luar 400,600, -
Sumatera
b. Orang miskin sakit surat keterangan dari rumah sakit 500.00C - :'
tetlantar (sedang ’
dirawat
dirumah sakit)
2. Mayat terlantar Permohonan dari rumah sakit 300.0n0.-
3. Siswa dari keluarga 1. surat permohonan dan orang *ua yang
kurang mampu;: Lersanghutan. ' , |
a. 5D atau sederajat 2. Surat keterangan kurang mampu dari 200,009, -
' lurah diketahui oleh Carnat, _
b. SLEP 3. Surat  keterangan bukt berhutang/ 230.009;- i
menunggak dari  sekolah  dengan '
¢ SLTA mela mgﬁ-kan Rencana Anggaran Bia yﬁ. 300.000.- I




LAMPIRAN !I: PERATURAN WALIKUTA PADANG

NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL

PERJANJIAN HIBAH

Parda hari ini, tangpal ( )
bulan tahun ( )
Kami yang bertanda tangan dibawah i
L. Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal irii burtindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, yang  selanjuthya
disebut Pihak Pertama

I, Mama
jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas rama yang selanjumya disebut
Pihak Kedua

Sep
1.

akat membual perjanjian hibah sebagai berikut :

Sesuai «dengan  surat permohonan Pihak Kedua Nomor..........

tanggal tahun 2007 kepada Pihak Pertama dar be |dam1r!~.:m Pﬂ'--ﬂl 7 Pur"n tur 20N
Walikota Padeng Nomor ... Tahun 2007 tentang Prosedur 1etap (Protap) Pemberian Hibals
dan Bantuan Sosial Kepada Hadar. / Lembaga / Organisasi Swasta dan / atau Kelompok
masyarakat / Perorangan Pihak Pertama setuju memberikan hibah berupa uang sebanyak
Rpiicciiiinnn. ( ) kepada Pihak Kudua.

2. Pihak Kedua bersedia menerima hibah uang sebanyak sebapaimana tersebut »ada angka 1

diatas dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua Dberjanji akan inemanfaatkan  atau

merpergunakan uang lersebuk dnngan sebaik-baiknya Jdan memberikan laporan penggunaan
dana kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lamoat 15 hari
kerja selelah perjanjian ini ditanoatangani.

Jika Pihak Kedua tidak memeruhi ketentuan sebagaimana dimiksud pada angka

2, bersedia mempertanggungiawabkannya sesuai dengan perahuran perundang-undangan
vang berlaku.

Demikianlah peranjian hibah ini rami buat dan disepakati tecsama Pihak Pertama daa Pihak
Kedua,

Pihak Kedua Pihak Pertama

WALIKQOTA PADANG

FAUZI BAF AR



